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A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari sudut bahasa,kata haji berarti berniat pergi, bermaksud, atau
menuju ke suatu tempat tertentu. Sedangkan arti haji menurut istilah adalah
menuju ke Ka’bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yakni
mengunjunggi suatu pekerjaan tertentu.' Dengan kata lain, haji menurut istilah
syara’ adalah sengaja mengunjungi Makkah (Ka 'bah) untuk mengerjakan ibadah
yang terdiri atas tawaf,sa’l,wukuf dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi
perintah Allah serta mengharapkan keridaan-Nya. Hal itu senada dengan
pandangan Fahruddin H.S. bahwa pengertian haji adalah sengaja berkunjung
menziarahi Ka’bah yang terletak di Masjidil Haram di Makkah, dengan niat
menunaikan ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima guna mememenuhi

perintah Allah.?

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa haji adalah suatu
ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Ka’bah dan dilakukan pada waktu
tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan atau ditetapkan. Kesemuanya
itu dilakukan dalam rangka menaati perintah Allah Swt. Dan mencapai rida-Nya.
Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat, waktu, dan perbuatan. Jika tidak

dilakukan pada tempat, waktu, dan tidak memenuhi ketentuannya, bukanlah haji.

! Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, Menyelamu Seluk-beluk Ibadah dalam Islam (Jakarta:
Prenada Media,2003).227.
2 Bahruddin H.S., Pembinan Mental Bimbingan Al-Quran (Jakarta: Bima Aksara,1984),.107.



Ibadah haji mulai diperintahkan pada akhir tahun ke 9 Hijriah (Setelah Nabi

berada di Madinah), dengan diturunkannya ayat yang berbunyi:
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“ Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah,yaitu (bagi)
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa
mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak
memerlukan sesuatu) dari alam semesta”

Perintah haji yang diturunkan pada tahun itu belum dilakukan oleh
Rasulullah kaum muslim karena adanya suatu halangan. Haji baru dapat dilakukan
oleh Nabi dan kaum muslim setahun kemudian, yaitu pada tahun ke 10 Hijriah.
Haji inilah satu-satunya yang dilakukan oleh Nabi. Ibadah haji merupakan ibadah
besar karena selain membutuhkan biaya yang besar (bagi muslim yang jauh dari
Makkah), dalam melaksanakannya membutuhkan kekuatan fisik. Oleh karena itu,
Allah hanya mewajibkan bagi orang yang mampu. Ibadah haji merupakan bagian

dari syariat umat terdahulu. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim a.s. membangu

Baitul Haram di Makkah agar orang-orang bertawaf di sekelilingnya:
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“Dan (Ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar
Baitullah bersama Ismail (seraya berdo’a): ‘Ya Tuhan kami terimalah
daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Allah Swt. Juga berfirman
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“Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di
tempat Baitullah (dengan mengatakan): Janganlah kamu mempersiratkan
sesuatu pun dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang
yang rukuk dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk
mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan
berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap
penjuru yang jauh.”

Jika menegok ke belakang, kita akan menemukan sejarah disyariatkannya
ibadah haji ini, yaitu tempatnya pada masa Nabi Ibrahim a.s., di mana beliau dan
putranya, Nabi Ismail a.s., membangun Ka’bah dan melaksanakan thawaf di
sekitarnya. Mereka berdua memohon kepada Allah agar mensyariatkan amalan-
amalan haji bagi manusia di dunia ini. Sebagaimana tercatat dalam Al-Quran surat

Al- Bagarah ayat 127-128. Walaupun demikian, ada beberapa pendapat mengenai

® QS. Al Hajj ayat 26-27.



kapan waktu diwajibkannya ibadah haji. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa
ibadah haji diwajibkan pada tahun ke 9 Hijriah. Pada saat itu, Rasulullah Saw.
Mengutus sahabat Abu Bakar r.a. untuk memimpin sahabat lainnya dalam
menunaikan ibadah haji. Kemudian pada tahun berikutnya (10 Hijriah), Nabi Saw.
Berangkat sendiri untuk menunaikan ibadah haji.

Di Indonesia mengenai ibadah haji, penyelenggaraan ibadah haji yang
merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan
perlindungan jemaah haji. Dan untuk mengawasi penyelenggaraan ibadah haji,
pemerintah membentuk sebuah lembaga mandiri yang bernama Komisi Pengawas
Haji Indonesia (KPHI).Penyelenggaraan ibadah haji ini adalah bertujuan untuk
memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi
jema’ah haji sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji yang sesuai dengan
ajaran Islam. Dan untuk itu juga, diadakan pembinaan ibadah haji (manasik haji)
yang berisi serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan
bagi jama’ah haji.°

Mengenai landasan Ibadah Haji pada : Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti, dan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

® Diakses dari http:// e-kinerja.com/artikel.php?=319 pada Selasa,08 November 2016 20:25



2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang. Undang-
undang tersebut mengatur tentang kebijakan penyelenggaraan haji.’

Terdapat beberapa perbaikan kebijakan dalam Penyelenggaraan Ibadah
Haji tahun 1437 H / 2016 M dari hasil kesepakatan pembahasan antara
Kementerian Agama RI selaku pihak yang bertanggung jawab sebagai
penyelenggara haji dengan DPR-RI. Hal tersebut sesuai dengan prosedur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Hayji,
Pasal 21 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa, “Besaran BPIH ditetapkan oleh
Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Walaupun sudah memiliki peraturan yang sekian banyak, akan tetapi masih
saja terjadi adanya praktek melanggar hukum. Seperti kasus pemalsuan paspor
jamaah haji dan juga lamanya tunggu jamaah haji. Berdasarkan yang diwartakan
oleh detiknews bahwa lamanya tunggu jamaah haji sudah mencapai 32 tahun.
Tentunya ini terpengaruh oleh kuota nasional dan juga kebijakan dari negara arab
saudi. Lama tunggu ini terjadi di Kabupaten Sidrap dengan angka tunggu 32.32
tahun.® Dari lama tunggu ini juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk
melakukan penipuan. Dimana oktum memberikan iming-iming untuk jamaah haji
tanpa tunggu dan akhirnya untuk hingga seratus juta.’ Betapa masalah-masalah ini
digunakan untuk mencari keuntungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung

jawab.

" Diakses dari http:// haji.kemenag.go.id/v2/regulasi/undang-undang pada Selasa,08 November
2016, 20;57

® Diakses dari https://news.detik.com/berita/3236875/paling-lama-32-tahun-ini-perbandingan-
waktu-tunggu-haji-di-berbagai-daerah tanggal 21 Desember 2016.

° Diakses dari http://surabayanews.co.id/2016/08/02/69392/iming-iming-berangkat-haji-tanpa-
antri-100-juta-raib.html tanggal 21 Desember 2016.
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Dari permasalahan yang terjadi dengan bukti kasus-kasus yang sudah ada,
dengan undang-undang yang sudah mengatur pula tentang ibadah haji. Namun
dalam tataran pelaksanaan masih saja terdapat kendala. Sehingga perlu membuat
sebuah kebijakan, dimana kebijakan itu sebagai pendukung untuk mensukseskan
pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah daerah sebagai tangan panjang dari
pemerintah pusat memiliki peran yang sangat penting. Seperti Instansi Pemerintah
Kementerian Agama Kota Surabaya. Kementerian Agama (Kemenag) Kota
Surabaya memiliki peran dalam pengelolaan haji. Namun pada tahun 2016 ini
terdapat kendala dimana ada beberapa jamaah haji yang tersandung dengan kasus.
Seperti yang dilansir oleh merdeka.com yakni terdapat pemalsuan paspor dan
sudah ditindak oleh polda Jatim.* Dari keadaan ini perlu diadakannya suatu
tindakan kebijakan-kebijakan dari instansi pemerintah terkait untuk melaksanakan
tugas undang-undang dengan lebih baik..

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis
membatasi masalah yang akan dibahas pada Kebijakan Penyelenggaraan
Haji Kantor Kementrian Agama Kota Surabaya. Adapun pemilihan kriteria
kebijakan penulis mengunakan Kriteria kebijakan guna mengawasi suatu
progam secara lebih seksama. Karena keterbatasan penulis, maka penulis

membatasinya hanya kebijakan hasil (input).

1 Diakses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-jatim-tetapkan-12-tersangka-kasus-
pemalsuan-paspor-haji.html tanggal 21 Desember 2016


https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-jatim-tetapkan-12-tersangka-kasus-pemalsuan-paspor-haji.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-jatim-tetapkan-12-tersangka-kasus-pemalsuan-paspor-haji.html

2. Perumusan Masalah
Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan, maka penulis
membuat perumusan masalah agar arah dan tujuan penulisan ini jelas

adanya. Adapun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Kementerian Agama Kota Surabaya dalam

pelaksanaan Haji Kota Surabaya Tahun 2016 ?

2. Bagaimana analisis kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di
Kementerian Agama Kota Surabaya?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka ada beberapa tujuan
yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :
a.) Untuk mengetahui kebijakan Kementerian Agama Kota Surabaya
dalam pelaksanaan Haji Kota Surabaya Tahun 2016.
b.) Untuk mengetahui analisis kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji
di Kementerian Agama Kota Surabaya.
2. Manfaat Penelitian
a.) Manfaat Secara Teoritik
1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang
perumusan kebijakan penyelenggaraan haji.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan
ilmiah yang dapat dipergunakan dan di lanjutkan sebagai

refrensi.



b.) Manfaat Secara Praktis
Bagi peneliti:
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam
menambah wawasan pengetahuan dalam bidang penelitian
dan untuk mengetahui kebijakan penyelenggaraan haji di
Kementerian Agama Surabaya.
2) Sebagai syarat untuk memenuhi gelar S1.
Bagi Instansi
1) Sebagai bahan masukan dan informasi yang berarti bagi
instansi yang berkaitan mengenai kebijakan ibadah haji .
2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan
menambah referensi perpustakaan fakultas.
D. Penelitian Terdahulu
Beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan
dengan penelitian yang penulis akan laksanakan. Sebagai berikut:
Pertama, yang ditulis oleh Rina Farihatul Jannah dengan judul
Kebijakan Ordonansi Haji Pada Masa Kolonial Belanda Di Indonesia
Tahun  1869- 1932 M. ™ Pada penelitian ini penulis fokus pada
permasalahan bagaimana pelaksanaan haji pada masa kolonial Belanda
di  Indonesia, bagaimana politik haji yang digunakan pemerintah
kolonial Belanda dalam menghadapi umat Islam di Indonesia dan

mengapa pemerintah  kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan

! Rina Farihatul Jannah, Kebijakan Ordonansi Haji Pada Masa Kolonial Belanda Di
Indonesia Tahun 1869- 1932 M, (Srikpsi:UIN Sunan Ampel Surabaya.2016).



ordonansi haji?. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan
historis dan politik yang pengambilan datanya bersumber dari arsip-arsip
dan buku-buku yang berhubungan dengan haji ketika pemerintahan
kolonial Belanda. Penelitian di atas mengahasilkan umat Islam Indonesia
yang hendak pergi ke Mekkah harus memenuhi berbagai peraturan dan
persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Seperti,
kewajiban mempunyai pas jalan haji, mempunyai uang 500 gulden,
menggunakan tiket pergi-pulang, melalui embarkasi haji, melaporkan
kepulangannya dan mengikuti ujian haji. Politik haji terbagi menjadi
dua fase dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya

kebijakan ordonansi haji, yaitu faktor ekonomi, sosial dan politik.

Kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Puguh Adi Purnomo dengan
judul Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Panitia Penyelenggara
Ibadah Haji (PPIH) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur. Pada karya ini terfokus pada bagaimana sistem perencanaan
panitia  dan sistem pelaksanaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
(PPIH) Kantor Wilayah Kementeriana Agama Provinsi Jawa Timur.
Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan
kualitatif ~ dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu mendisk ripsikan data
yang didapat di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini penulis menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara.
Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam sistem perencanaan PPIH terdiri

dari lima hal vyakni penetapan tujuan, anggaran berbasis Kkinerja,



10

penyusunan kegiatan, program inovatif, rapat koordinasi. Sedangkan
dalam sistem pelaksanaannya berupa sosialisasi SOP, pembekalan dan
instruksi langsung.*

Ketiga, karya ilmiah yang ditulis oleh Inayatul Lathifiyah dengan
judul Analisis Shad Ad-Dhari’ah Terhadap Kebijakan Keberangkatan
Bagi Calon Jamaah Haji Sakit Resiko Tinggi Oleh Menteri Kesehatan
Republik Indonesia. Penelitian ini terfokus kepada Bagaimana kebijakan
menteri kesehatan terhadap calon jamaah haji yang sakit resiko tinggi
dan bagaimana analisis Shad ad-dhari’ah terhadap kebijakan calon
jamaah haji yang sedang sakit resiko tinggi. Metode yang digunakan
adalah teknik dokumentasi dan kemudian dianalisa dengan menggunakan
teori shad ad-dhariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan
keberangkatan bagi calon jamaah haji sakit resiko tinggi oleh Menteri
Kesehatan Republik Indonesia adalah ~ mengizinkan  bagi  yang
mengalami sakit yang ringan dan masih mampu untuk melakukan
ibadah haji, namun bagi calon jamaah haji yang sakit resiko tinggi
tidak diizinkan untuk berangkat pada saat itu. Analisis shad ad-
dhari’ah terhadap kebijakan bagi keberangkatan calon jamaah haji oleh
Menteri Kesehatan tidak diperbolehkan bagi jamaah haji jika telah

mengalami sakit resiko tinggi, jika ia memaksa berangkat justru akan

2 puguh Adi Pramono, Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Panitia Penyelenggara lIbadah
Haji (PPIH) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,(Skripsi:UIN Sunan
Ampel Surabaya.2016).
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membahayakan kondisi bagi calon jamaah yang sakit tersebut dan
merepotkan keluarga atau pihak lainnya.™

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan
data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan
dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat
digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengatasi permasalahan.* Di
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian
yaitu studi kasus.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan
naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tetang
fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Selain itu penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah.*

Studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi

yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalah yang

" Inayatul Lathifiyah , Analisis Shad Ad-Dhari’ah Terhadap Kebijakan Keberangkatan Bagi
Calon Jamaah Haji Sakit Resiko Tinggi Oleh  Menteri Kesehatan Republik
Indonesia.(Skripsi:UIN Sunan Ampel Surabaya.2016)

4 Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta. 2010),
hal. 2-3

15 Lexy J.Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014), hal. 5-
6
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terjadi adalah serupa dengan masalah yang dialami saat ini. Studi kasus pada
dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang
dipandang mengalami kasus tertentu.
2. Lokasi Penelitian

Dalam sasaran penelitian ini, ada dua hal yang akan dijelaskan yaitu
mengenai wilayah penelitian. Objek yang akan dituju dalam penelitian ini
adalah masalah yang berkaitan dengan peran Kemenag dalam
penyelenggaraan haji di kota surabaya. Sedangkan lokasi yang dijadikan objek
atau sasaran dalam penelitian ini adalah Kemenag Surabaya. Surabaya
merupakan salah satu kota besar yang maju dengan sistem dan pelaksanaan
pemerintahan yang memadai. Populasi yang padat antara kota dengan desa,
dan pastinya membutuhkan kebijakan-kebijakan memadai untuk bisa
menjalankan penyelenggaraan haji. Begitu juga di Surabaya tentunya banyak
aspek yang perlu dikaji secara menyeluruh dalam berbagai bidang.

3. Sumber Data

Data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber.
Sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sekunder. Mampu
memahami dan mengidentifikasi sumber data akan dapat memudahkan
peneliti untuk memilih metode pengumpulan data yang tepat guna dan hasil
guna dan memudahkan melakukan pengumpulan data."

a) Primer

' 1bid, hal. 35
7 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung:PT Refika Aditama, 2010),289
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Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti
(atau petugasnya) dari sumber pertamanya. **Adapun yang menjadi sumber
data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Kemenag, Kasubbag TU,
Kasi dalam Bidang Haji di Surabaya.
b) Sekunder
Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari
sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk
dokumen-dokumen. Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka
yaitu mencari data atau informasi, yang berupa benda-benda tertulis
seperti buku-buku, internet, dokumen KBIH  Robitul Hajj KH.
Abdurrahman Mualim Kalibokor.*
4. Teknik Pemilihan Informan
Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan
pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia
memberikan informasi lengkap dan akurat. Teknik pemilihan informan dengan
cara purposive. Purposive adalah menentukan subyek atau obyek sesuai
tujuan. Dengan menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik
peneliti, peneliti memilih subyek/obyek sebagai unit analisis. Terhadap
informan ini peneliti menggali informasi dari pihak yang langsung berkaitan
dengan haji di Surabaya. Yakni pihak dari Kementerian Agama Surabaya.
5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

'8 Sumadi Suryabarata. Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali. 1987), hal. 93
9 Suharsimi Arikunto, , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta.,
2000).115
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Observasi juga disebut pengamatan, yang meliputi kegiatan
pemantauan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan
seluruh alat indera. Dalam penelitian ini, menggunakan observasi non
partisipan. Dimana peneliti tidak ikut andil/ tidak terlibat dalam kegiatan
yang menjadi obyek peneliti.

b) Wawancara

Wawancara adalah dialog yang digunakan oleh pewawancara
untuk memperoleh informasi dari informan. Dalam penelitian ini teknik
wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam dan tidak
terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di buat.
Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara
dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa
menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan
informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.?° Pihak yang
menjadi informan wawancara adalah pihak dari Kementerian Agama Kota
Surabaya

c) Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katnya adalah dokumen, artinya barang-
barang tertulis. Dokumentasi merupakan metode penunjang dari metode
observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang

sudah berlaku. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

20 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Kencana,Jakarta,2015).138-139
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karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan
dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen.

6. Teknik Validasi Data

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, teknik yang digunakan antara

lain:#

a)

b)

Ketekunan pengamat yakni serangkaian kegiatan yang dibuat secara
terstruktur dan dilakukan secara serius dan berkesinambungan terhadap
segala realistis yang ada dilokasi penelitian dan untuk menemukan ciri-ciri
dan unsur-unsur di dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan
atau peristiwa yang sedang di cari kemudian difokuskan secara terperinci
dengan melakukan ketekunan pengamatan mendalam.

Triangulasi data yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang terkumpul untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data
tersebut. Hal ini dapat berupa penggunaan sumber, metode penyidik dan

teori.

7. Teknik Analisis Data

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan

dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan

tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang telah mudah dibaca dan

2 Lexy J.Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014),135
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diinterpretasikan. Selain itu data diterjunkan dan dimanfaatkan agar dapat

dipakai untuk menjawab maslaah yang diajukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini berlandaskan pada analisa induktif. Penelit berusaha
merumuskan pernyataan atau abstraksi teoritis lebih umum mendasarkan
peristiwa menurut Denzim yang dikutip oleh Dedy Mulyana, induksi analisis
yang menghasilkan proposisproposisi yang berusaha mencakup setiap kasus
yang dianalisis dan menghasilkan prosposisi interaktif universal. Salah satu
ciri penting induksi analisis adalah tekanan pada kasus negatif yang
menyangkut proposisi yang dibangun peneliti. Analisis ini dilakukan
berdasarkan pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris berdasarkan
data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi kemudian
disusun dan ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam pembahasan dan gambaran sederhana
agar memudahkan penulisan skripsi ini maka penulis membuat sistematika
penulisan yang tersusun dalam lima (5) bab yang masing-masing memiliki
sub- sub dengan susunan sebagai berikut: Sistematika pembahasan
merupakan urutan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan skripsi

ini,maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB | menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi

konseptual, sistematika pembahasan.
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BAB Il menjelaskan tentang kajian teoritik, bab ini menjelaskan tentang
teori dan kepustakaan dari judul penelitian, langkah yang di ambil dalam
penyelesain bab ini adalah mencocokan beberapa literatur yang ada, baik

dari buku, skripsi maupun jurnal yang sesuai dengan judul penelitian.

BAB Ill menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti
untuk mencocokan data dan informasi yang telah didapat. Sehingga
mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi dengan persetujuan dosen
pembimbing. Diantarannya Yyaitu menentukan pendekatan dan jenis
penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik

validasi data, teknik analisis data.

BAB IV menjelaskan tentang hasil penelitian, dimana hasil penelitian ini
adalah yang terpenting dalam penulisan skripsi. Yang berisi tentang
gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil

penelitian (analisis data).

BAB V menjelaskan tentang penutup yang berisi kesimpulan dari hasil

penelitian, saran dan rekomendasi.



